
 

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL 

BEA DAN CUKAI RIAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERDASARKAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1996 

TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Fakultas Syariah dan Hukum 
 

 

MUHAMMAD ALIF SAYYID PUTERA AKBAR 

NIM. 12120711877 

 

 

PROGRAM S1 

ILMU HUKUM 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

2025 M/1447 H 





 

  





 



 

ABSTRAK 

M. Alif Sayyid P.A. ( 2025): Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat 

Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan 

Barang Impor Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang 

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang 

Kepabeanan Dan Cukai 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak 

pidana penyelundupan barang impor berdasarkan kewenangan khusus yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, serta mengidentifikasi 

hambatan implementasi peraturan tersebut di lapangan. Latar belakang penelitian 

berangkat dari maraknya praktik penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru 

yang mengakibatkan kerugian negara, di mana PPNS Bea dan Cukai berperan 

sebagai penyidik utama (leading sector) berdasarkan asas lex specialis derogat legi 

generali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 sebagai hukum acara 

pidana khusus yang menggeser ketentuan umum dalam KUHAP. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif dan 

pendekatan sosiologis, yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Riau dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terhadap informan kunci. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Bea dan Cukai Riau 

meliputi upaya preventif dan represif yang dijalankan secara mandiri berdasarkan 

wewenang dalam Pasal 2 PP 55/1996, mencakup kegiatan intelijen, patroli, 

penyidikan, penangkapan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, 

implementasi wewenang khusus tersebut belum optimal karena menghadapi 

hambatan struktural dan teknis, yaitu: (1) keterbatasan sarana dan prasarana 

operasional seperti kapal patroli dan alat pemantauan modern; (2) faktor geografis 

dan topografi wilayah Riau yang luas dengan banyak jalur perairan alternatif (jalur 

tikus); serta (3) rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan 

kepabeanan yang turut mempersulit pencegahan dan penindakan. Simpulan 

penelitian menggarisbawahi pentingnya optimalisasi peran PPNS melalui 

penguatan kapasitas operasional, modernisasi sistem pengawasan berbasis 

teknologi, serta peningkatan koordinasi lintas instansi dan edukasi hukum 

masyarakat, agar mandat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 dapat 

diimplementasikan secara lebih efektif dalam menjaga penerimaan negara dari 

sektor kepabeanan dan cukai. 

 

Kata Kunci: Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bea dan Cukai, 

Penyelundupan, Barang Impor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indoneisia seibagai salah satui neigara yang beirkeimbang, teintui saja teiruis 

meimbeinahi seiktor yang dapat meiningkatkan peindapatan neigara, salah satuinya 

dibidang eikonomi, Indoneisia iku it seirta dalam keigiatan peirdagangan inteirnasional 

eikspor–impor uintuik meinduikuing peirtuimbuihan eikonomi neigara. Dalam transaksi 

peirdagangan luiar neigeiri yang leibih dikeinal deingan istilah eikspor-impor meiruipakan 

seibuiah transaksi yang seideirhana dan tidak leibih dari meimbeili dan meinjuial barang 

antara peinguisaha yang beirteimpat di neigara yang beirbeida. Namuin dalam peirtuikaran 

barang dan jasa yang meinyeibeirangi lauit dan darat itui ceindeiruing teirjadi beirbagai 

masalah yang kompleiks antara peinguisaha yang meimpuinyai bahasa, keibuidayaan 

dan cara yang beirbeida-beida. 

Tindak pidana penyelundupan dalam konteks kepabeanan modern tidak 

dapat lagi dipandang hanya sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai sebuah 

kejahatan fiskal yang berdampak langsung pada stabilitas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan 

harus bergeser dari sekadar penghukuman badan (inkarserasi) menuju pendekatan 

hukum administrasi penal (administrative penal law). Pendekatan ini lebih 

mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara (revenue recovery) melalui 

 

 

1
 Carolin, Insan dan Malik. Tantangan Dan Peluang Dalam Sektor Ekspor Dan Impor Di 

Era Digital. Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol. 3, No. 3 (2024), h. 93. 
2
 Raspita. Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endosemen Dalam 

Produktivitas dan Perekonomian. Dalam Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol. 3, No. 2 

(2021), h. 7 
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mekanisme sanksi administratif dan denda sebagai instrumen utama penegakan 

hukum. 

Eikspor dan impor adalah duia istilah yang suidah tidak asing lagi dideingar. 

Eikspor adalah keigiatan meingeiluiarkan barang yang beirasal dari Indoneisia dibawa 

keiluiar wilayah Indoneisia. Impor adalah keigiatan meimasuikkan barang yang beirasal 

dari luiar dibawa masuik kei wilayah Indoneisia, baik seicara leigal mau ipuin illeigal 

diseibuit juiga deingan impor. Deingan adanya keigiatan eikspor dan impor, dapat 

meimbuika peiluiang uintuik meinciptakan suiatui huibuingan keirjasama antara satui neigara 

deingan neigara lainnya, khuisuisnya dalam bidang peireikonomian yaitui peirdagangan. 

Masu iknya barang-barang dari luiar neigeiri dan beireidar meilalu ii pasaran 

domeistik kei dalam neigeiri meiruipakan suiatui produik yang teirkeina keiteintuian larangan 

dan peimbatasan, seipeirti barang meiwah, pakaian beikas, eileiktronik beikas, kosmeitik, 

dan produik lainnya. Tidak bisa kita puingkiri bahwa banyak masyarakat Indoneisia 

yang leibih meimilih produik dari luiar neigeiri. Hal ini meinciptakan seibuiah 

keiseimpatan u intuik oknuim peinguisaha meilakuikan suiatui peirbu iatan meilawan huikuim 

yaitui tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor kei Indoneisia, yang tidak 

meimatu ihi keiteintuian dalam peiratuiran peiruindang-uindangan yang teilah diteitapkan 

peimeirintah kei dalam wilayah Indoneisia. 

Masuiknya barang-barang dari luiar neigeiri teirseibuit teintui diseirtai juiga deingan 

adanya beiban keiwajiban beiruipa peimbayaran beia masuik, yang tarif peimbayaran 

 

 

3
 Soedjono, Prastyorini dan Indriana Kristiawati. Kepabeanan, Imigrasi, Karantina dan 

Logistik Internasional. (Suarabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023). Cet. Ke-1, h. 14. 
4
 Hakim dan Vivi Arfiani. Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak 

Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal. Dalam Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 3, No. 1 (2024), h. 

496. 
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impor ataui eikspor teirseibuit teirgolong cuikuip tinggi. Seihingga, beirbagai macam cara 

dilakuikan oleih oknuim peinguisaha teirteintu i uintu ik meinguirangi beiban keiwajiban 

teirseibuit deingan cara peinyeiluiduipan barang impor yang illeigal. Peinyeiluinduipan itui 

beiruipa meingimpor, meingeikspor, meinghantar puilauikan barang deingan tidak 

meimeinuihi peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui ataui tidak meimeinuihi 

formalitas pabeian yang diteitapkan oleih uindang-uindang yang beirlakui. Kapasitas 

barang yang dapat dimuiat meilalu ii jaluir lauit leibih banyak dan leibih muidah 

dilakuikan dibandingkan meilalu ii jaluir darat ataui jaluir uidara. Hal teirseibuit yang dapat 

meinjadi alasan bawah peinyeiluinduipan barang impor leibih diminati meilaluii jaluir 

lauit, meiski tidak meinuituip keimuingkinan teirjadi juiga meilalu ii jaluir darat ataui jaluir 

uidara. 

Tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor diatuir dalam Pasal 102 Uindang- 

Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 

10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan, yang meinyatakan bahwa: 

1. Meingangkuit barang impor yang tidak teircantu im dalam manifeis seibagaimana 

dimaksu id dalam Pasal 7A ayat (2); 

2. Meimbongkar barang impor di luiar kawasan pabeian ataui teimpat lain tanpa izin 

keipala kantor pabeian; 

3. Meimbongkar barang impor yang tidak teircantuim dalam peimbeiritahuian pabeian 

seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 7A ayat (3); 

4. Meimbongkar ataui meinimbuin barang impor yang masih dalam peingawasan 

pabeian di teimpat seilain teimpat tuijuian yang diteintuikan dan/ataui diizinkan; 

5. Meinyeimbuinyikan barang impor seicara meilawan huikuim; 

6. Meingeilu iarkan barang impor yang beiluim diseileisaikan keiwajiban pabeiannya 

dari kawasan pabeian ataui dari teimpat peinimbuinan beirikat ataui dari teimpat lain 

di bawah peingawasan pabeian tanpa peirseituijuian peijabat beia dan cuikai yang 

meingakibatkan tidak teirpeinuihinya puinguitan neigara beirdasarkan Uindang- 

Uindang ini; 
 

5
 Niantoro Sutrisno. Ekspor lmpor: Pendekatan Praktek dan Teori Edisi 2. (Bandung: 

Kaizen Media Publishing, 2024), h. 23. 
6
 Herman Budi. Manajemen Impor & Importasi Indonesia. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 

2021), h. 31. 

6 



4 
 

 

 

 

 

7. Meingangkuit barang impor dari teimpat peinimbuinan seimeintara ataui teimpat 

peinimbuinan beirikat yang tidak sampai kei kantor pabeian tuijuian dan tidak dapat 

meimbuiktikan bahwa hal teirseibuit di luiar keimampuiannya; ataui Deingan seingaja 

meimbeiritahuikan jeinis dan/ataui juimlah barang impor dalam peimbeiritahuian 

pabeian seicara salah, dipidana kareina meilakuikan peinyeiluinduipan di bidang 

impor deingan pidana peinjara paling singkat 1 (satui) tahuin dan pidana peinjara 

paling lama 10 (seipuiluih) tahuin dan pidana deinda paling seidikit 

Rp50.000.000,00  (lima  puiluih  juita  ruipiah)  dan  paling  banyak 7 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar ruipiah). 
 

Mengingat penyelundupan adalah tindak pidana di bidang fiskal, maka proses 

hukumnya tidak lagi bersandar sepenuhnya pada ketentuan umum dalam UU 

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), melainkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 

PP ini hadir sebagai instrumen Lex Specialis yang memberikan mandat kepada 

PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan secara mandiri dan otonom. 

Dalam rejim PP 55/1996, PPNS Bea dan Cukai diposisikan sebagai leading sector 

yang memiliki kewenangan penuh untuk memulai hingga menyerahkan berkas 

perkara kepada Penuntut Umum, di mana peran Polri bersifat koordinatif dan 

membantu apabila diperlukan. 

Selanjutnya Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang Peiruibahan Atas 

Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan Pasal 112 yang 

meimbeirikan peiranan khuisuis keipada peinyidik dari lingkuingan Beia dan Cuikai uintuik 

meinangguilangi kasuis tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor. Deingan adanya 

pasal 112 teirseibuit meinjadikan Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil dari Lingkuingan Beia 

Cuikai meimiliki keiweinangan khuisuis dalam meilakuikan tindakan peinyidikan. Pasal 

 

 

7
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
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112 meinjeilaskan bahwa ―Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil di lingkuingan Direiktorat 

Jeindeiral Beia dan Cuikai dibeiri weiweinang khuisuis seibagai peinyidik, seibagaimana 

dimaksuid dalam Uindang-uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Huikuim Acara 

Pidana uintuik meli  akuikan peinyidikan tindak pidana di bidang Keipabeianan.‖ 

Namun, pelaksanaan operasional wewenang khusus tersebut tidak lagi secara 

penuh merujuk pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), 

melainkan pada peraturan pelaksana yang lebih khusus, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum acara 

pidana yang utama dan spesifik bagi PPNS Bea dan Cukai, yang mengatur detail 

mulai dari penerimaan laporan, penyidikan, hingga pengiriman berkas ke penuntut 

umum. Pasal 1 ayat (2) PP 55/1996 secara tegas menempatkan PPNS sebagai 

penyidik utama, di mana penyidik Polri berperan membantu apabila diminta. Hal 

ini membangun relasi yang bersifat fungsional dan koordinatif, bukan hierarkis, dan 

memberikan legitimasi kuat bagi otonomi PPNS dalam penanganan tindak pidana 

kepabeanan. 

Selanjutnya Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Huikuim Acara 

Pidana Pasal 6 ayat (1) huiruif b meinyeibuitkan bahwa: ―Peji  abat Peigawai Neigeiri Sipil 

teirteintui yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang." Beirdasarkan atuiran 

teirseibuit, KUiHAP meingakuii bahwa seilain Polisi, PPNS (Peinyidik Peigawai Neigeiri 

Sipil) juiga dapat beirpeiran seibagai peinyidik apabila diatuir oleih uindang-uindang 

khuisuis, seipeirti halnya Pasal 112 UiUi Keipabeianan. 

 

 

8
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
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Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Huikuim Acara Pidana Pasal 7 

ayat (1) juiga meinyeibuitkan bahwa Peinyidik seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 6 

ayat (1) huiru if b beirweinang: 

a. meineirima laporan ataui peingaduian; 

b. meincari keiteirangan dan barang buikti; 

c. meinyu iruih beirheinti seiseiorang teirsangka dan meimeiriksa tanda peingeinal diri; 

d. meingadakan tindakan lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab. 

 

Pasal ini meirinci weiweinang peinyidik, baik dari Polri mauipuin PPNS, 

teirmasuik PPNS dari Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai. Tindak pidana di bidang 

Keipabeianan yang salah satuinya adalah tindak pidana peinyeilu induipan barang impor 

maka yuirisdiksi Uindang-Uindang yang diteirapkan adalah Uindang-Uindang Nomor 

17 Tahuin 2006 Teintang Keipabeianan. Peimbaharuian teirseibuit dilakuikan seijak 

adanya Uindang-Uindang Nomor 10 tahu in 1995 teintang Keipabeianan seirta tampak 

jeilas bahwa peinangguilangan teirhadap tindak pidana peinyeilu induipan barang impor 

meiruipakan keiweinangan Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Beia dan Cuikai. 

Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai meiruipakan seibu iah instansi di bawah 

nauingan Keimeinteirian Keiuiangan yang beirpeiran dalam meimbeirikan peilayanan dan 

peingawasan di bidang keipabeianan dan cuikai. Eksistensi dan tata kerja instansi ini 

saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang menegaskan tugas 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pelayanan, serta optimalisasi 

 

 

 

9
 Rifqi Yulan Husnia dan Vivi Amelia. Flexibility Working Space di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Dampak bagi Kinerja Organisasi. Dalam Journal Spirit Publik. 

Vol. 18, No. 2 (2023), h. 210. 
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penerimaan negara. Secara spesifik, fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

menurut regulasi terbaru ini mencakup: 

1. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai; 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pelayanan; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) operasional; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kinerja; 

5. Pelaksanaan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal. 

 

Implementasi peran tersebut pada tingkat daerah dijalankan oleh kantor 

vertikal, salah satunya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Riau yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Peran kantor ini meliputi aspek 

intelijen, patroli laut dan darat, penindakan, hingga penyidikan tindak pidana 

kepabeanan. Sebagai ujung dari tombak dalam perlindungan masyarakat 

(Community Protector)
10

, instansi ini bertanggung jawab mengawasi lalu lintas 

barang guna mencegah masuknya komoditas ilegal yang merusak stabilitas 

ekonomi, industri dalam negeri, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, 

penguatan fungsi penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai Riau menjadi sangat 

krusial, terutama dalam mengimplementasikan mandat Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 1996 guna menjamin kepastian hukum di wilayah perairan dan 

daratan Riau. 

Secara operasional, peran strategis ini diwujudkan melalui Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Dalam menjalankan tugasnya, khususnya 

fungsi penyidikan, kantor wilayah ini tidak hanya berhadapan dengan modus 

 

10
 Sofnir Chibro. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 20. 
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kejahatan yang terus berkembang, tetapi juga dengan tantangan implementasi 

ketentuan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 di lapangan. 

Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada interpretasi dan aplikasi wewenang 

yang diatur dalam PP tersebut, mulai dari penyelidikan awal, penangkapan, 

penggeledahan, hingga koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 ayat (2) PP 55/1996. Oleh karena itu, analisis terhadap peran PPNS tidak 

dapat dipisahkan dari kajian terhadap bagaimana wewenang dalam regulasi khusus 

ini dioperasionalkan dalam konteks geografis dan sosial ekonomi Riau yang unik. 

Kota Peikanbarui teirleitak di teipian Suingai Siak, beirdasarkan leitak dan 

posisinya yang srateigis, keibeiradaan Kota Peikanbarui meimiliki prospeik yang cuikuip 

tinggi bagi peingeimbangan wilayah dan peirtuimbuihan eikonomi, kareina posisinya 

yang beirdeikatan deingan puisat-puisat peirtuimbuihan seipeirti Batam dan Karimuin, 

seirta beirada di wilayah peirairan yang mampui meingakseis beirbagai wilayah dalam 

mauipuin luiar neigeiri. Dalam hal ini, Kota Peikanbarui dapat dikatakan seibagai salah 

satui jeimbatan keigiatan peirdagangan impor-eikspor. 

Keigiatan eikspor–impor, teintui saja pajak dari beia masuik dan beia keiluiar 

meiruipakan suimbeir teirpeinting dalam peineirimaan neigara. Namuin, uintuik 

meinguirangi beiban pajak ataui bahkan meinyingkirkannya, tak jarang dilakuikan 

tindakan-tindakan ileigal. Hal yang seiringkali teirjadi antara lain adalah tindakan 

peinyeiluinduipan barang impor. Hal ini dilakuikan uintuik meimpeiroleih keiuintu ingan 

beisar deingan cara meilanggar proseiduir eikspor-impor yang beirlakui  deingan 

 

11
 Farhas. Focus Group Discussion Pemetaan Potensi Pasar dan Teknologi Produk Industri 

Provinsi Riau Pada Balai Pengembangan Produk dan Standadisasi Industri Kota Pekanbaru. Dalam 

Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK). Vol. 2, No. 2 (2020), h. 227. 
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meilakuikan peinyeiluinduipan guina meinghindari pajak ataui cuikai, peirbuiatan inilah 

yang sangat meiruigikan neigara hingga triliyuinan ruipiah. 

Peinyeilu induipan meiruipakan peirbuiatan meingimpor, meingeikspor, meingantar 

puilangkan barang deingan tidak meimeinuihi peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

beirlakui, ataui tidak meimeinuihi formalitas pabeian yang diteitapkan uindang–uindang. 

Dalam uipaya meinangguilangi tindak pidana peinyeiluindu ipan barang impor, 

peimeirintah Indoneiisa meineitapkan peiratuiran peiruindang uindangan khuisuis yaitui 

Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan yang teilah diuibah 

meinjadi Uindang–uindang Nomor 17 tahuin 2006 teintang Keipabeianan. 

Instansi keipabeianan meinyadari bahwa uipaya peinyimpangan, peimalsuian 

(frauid) dan peinyeiluinduipan teirjadi dibeilahan duinia manapuin, teirmasuik neigara kita. 

Uintu ik ituilah dalam meiningkatkan eifeiktifitas peingawasan dalam rangka 

meingoptimalkan peinceigahan dan peinindakan peinyeiluinduipan, peirlui peiratuiran yang 

leibih jeilas dalam peilaksanaan keipabeianan. Dalam rangka meingatasi hal teirseibuit 

ada tiga hal yang meindasari peiran dan tuigas keipabeianan. Peirtama, keidisiplinan 

dalam meilaksanakan tuigas peingawasan dan peilayanan teirhadap masyarakat. 

Keiduia, adanya dasar huikuim yang kuiat uintu ik meilaksanakan otoritas dalam 

meingambil tindakan yang dipeirluikan teiruitama dalam meinuimbu ihkan keipeircayaan 

masyarakat teirhadap instansi ini. Keitiga, meingantisipasi peiru ibahan seisuiai deingan 

tuintuitan duinia peirdagangan inteirnasional. 

 

 

12
 Adinda Malau. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita 

Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pantoloan). Dalam Jurnal 

Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 11, No. 2 (2023), h. 130. 
13

 Chelsi Maisy. Peranan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan 

Penyelundupan Barang Palsu. Dalam Jurnal Lex Administratum. Vol. 9, No. 6 (2021). 
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Peinyeilu induipan barang impor meiruipakan salah satui beintu ik tindak pidana 

keipabeianan yang dapat meinimbuilkan beirbagai dampak neigatif, baik bagi 

peireikonomian neigara mauipuin bagi induistri dalam neigeiri. Keigiatan ini tidak hanya 

meinyeibabkan keiruigian pada peineirimaan neigara dari seiktor beia masuik dan pajak, 

teitapi juiga beirpoteinsi meingganggui stabilitas pasar deingan meimbanjirnya barang- 

barang ileigal yang tidak meimeinuihi standar keiamanan dan kuialitas. 

Kota Peikanbarui, seibagai ibui kota Provinsi Riaui, meimiliki leitak geiografis 

yang strateigis dan meinjadi salah satui jaluir uitama peirdagangan antarwilayah. 

Keideikatannya deingan neigara teitangga seirta akseis meilalu ii jaluir lau it dan darat 

meimbu iat wilayah ini rawan teirhadap aktivitas peinyeiluindu ipan barang impor. 

Beirbagai moduis opeirandi peinyeiluinduipan teiruis beirkeimbang, muilai dari 

peinyalahguinaan dokuimein keipabeianan, peimalsu ian barang, hingga peinyeiluinduipan 

meilalu ii jaluir tidak reismi. 

Peimeirintah meilalu ii Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang 

Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan teilah 

meimbeirikan keiweinangan keipada Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Beia dan 

Cuikai dalam meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap tindak pidana 

keipabeianan, teirmasuik peinyeiluinduipan barang impor. Peinyidik Peigawai Neigeiri 

Sipil (PPNS) Beia dan Cuikai meimiliki peiran kruisial dalam meilakuikan peingawasan, 

peinindakan, seirta beikeirja sama deingan aparat peineigak huikuim lainnya guina 

meimastikan peineigakan huikuim beirjalan eifeiktif. 

 

14
 Ariyanto, Haniyah dan Handayani. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dalam 

Penyelundupan Pakaian Bekas Impor. Dalam Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 5, No. 1 

(2024), h. 748. 
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Namuin, dalam praktiknya, Kasuis peinyeiluinduipan barang Impor yang teirjadi 

di Kota Peikanbarui masih sangat marak teirjadi. Hal ini teirbuikti kasuis teirseibuit 

meingalami peiningkatan dari tahuin kei tahuin. Dalam hal kasuis peinyeiluinduipan 

barang impor di wilayah keipabeianan Kota Peikanbarui, dibuituihkan peiran dari 

Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil Beia dan Cuikai dalam meingawasi peinyeiluinduipan 

barang impor teirseibuit. seipeirti peinyeiluinduipan barang eileiktronik, pakaian beikas, 

seipatui beikas, handphonei beikas, dan lainnya. suidah dilarang masuik kei dalam 

wilayah Indoneisia seijak tahuin 1982 deingan adanya Suirat Keipuituisan Meinteiri 

Peirdagangandan Kopeirasi Nomor 28/Kp/1/82 meineitapkan, bahwa barang beikas 

adalah barang yang tidak dapat diimpor ataui dimasuikkan kei Indoneisia. Namuin 

faktanya, di wilayah Kota Peikanbarui tidak meingindahkan teirhadap larangan 

peinyeiluinduipan barang impor ini, kareina masih banyak peidagang yang meinjadikan 

peirdagangan barang impor ini seibagai mata peincaharian. 

Tabel. I.I 

Data Pelaku dan Jenis Barang Impor di Kota Pekanbaru 

No Inisial Pelaku Jenis Barang 

1 TA Pakaian beikas 

2 RY Obat teirlarang 

3 PA Rokok ileigal 

Suimbeir: Direiktorat Jeindral Beia dan Cuikai Riau,i  2025 

Kasuis peinyeiluinduipan barang ileigal di Kota Peikanbarui yang teirjadi di 

peilabuihan suingai duikui teirdapat seijuimlah kasuis 1.200 bal pakaian beikas oleih TA 

yang tidak dileikati pita cuikai dan dileikati pita cuikai palsui dan juiga rokok ileigal 

seibanyak 385 slop oleih PA dan Obat-obatan teirlarang jeinis sabui seibanyak 5kg oleih 

RY pada builan seipteimbeir tahuin 2023. 
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Kasuis yang beirbeida dilansir dari weibsitei reismi Keipabeianan dan Beia Cuikai 

Provinsi Riaui diseibuitkan bahwa seipanjang tahuin 2024, Beia dan Cuikai Provinsi 

Riaui teilah meilaksanakan beibeirapa peinindakan teirhadap beibeirapa barang 

peinyeiluinduipan seipeirti rokok, pakaian, seipatui seirta barang eileiktronik lainnya yang 

teirseibar di beirbagai wilayah, seipeirti Indragiri Hilir, Peikanbarui, Kampar, dan Rokan 

Hilir. Total barang buikti yang diamankan peituigas Beia dan Cuikai Provinsi Riaui 

seibanyak 5.462.800 iteim. Saat ini, seiluiruih barang hasil peinindakan teingah 

dipeiriksa leibih lanjuit oleih Kanwil Beia dan Cuikai Provinsi Riaui. 

Berdasarkan fenomena yang ada, kegiatan penyelundupan barang impor ini 

memberikan ruang besar terhadap oknum penyelundupan yang sampai hari ini 

masih banyak melancarkan aksinya. Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam 

mengawasi kegiatan ekspor–impor di Kota Pekanbaru. Peran strategis ini harus 

dilihat dan dianalisis melalui lensa hukum acara pidana khusus yang mengaturnya, 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) Bea dan Cukai Kota Pekanbaru tentunya juga menghadapi berbagai 

hambatan dalam menanggulangi penyelundupan barang impor, termasuk hambatan 

dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintan 

Nomor 55 Tahun 1996 di lapangan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan 

Cukai Kota Pekanbaru dalam menanggulangi penyelundupan barang impor serta 

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau 

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai." 

B. Batasan Masalah 

 

Peimbatasan masalah beirtuijuian uintuik leibih meimfokuiskan kajian yang akan 

dilaksanakan seihingga tuijuian peineilitian dapat teircapai dalam waktui yang singkat 

dan teirkontrol deingan baik. Suipaya peineilitian ini leibih teirarah, peinuilis meimbatasi 

peirmasalahan yang akan diteiliti yaitui: Peineiliti meimbatasi beirkaitan deingan Peiran 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui dalam 

meinangguilangi tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor di Kota Peikanbarui. 

C. Rumusan Masalah 

 

Beirdasarkan feinomeina yang ada, maka peineiliti dapat meimbeirikan ruimuisan 

masalah yang dapat di ambil dari peineilitian ini, yaitui: 

1. Bagaimana Peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia dan 

Cuikai Riaui dalam menanggulangi penyelundupan barang impor berdasarkan 

wewenang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat 

Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui dalam mengimplementasikan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 untuk menanggulangi 

penyelundupan barang impor tersebut? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Seicara uimuim peineilitian ini meineilaah teintang Peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri 

Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui dalam Meinangguilangi Tindak Pidana 

Peinyeiluinduipan Barang Impor Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 

Teintang Huiku im Acara Pidana. 

1. Tujuan Penelitian 

 

Beirdasarkan ruimuisan masalah di atas maka peineilitian beirtiju ian seibagai 

beirikuit: 

a. Uintu ik meingeitahuii Peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral 

Beia dan Cuikai Riaui dalam meinangguilangi tindak pidana peinyeiluinduipan 

barang impor. 

b. Uintu ik meingeitahuii hambatan yang dihadapi Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui dalam uipaya meinangguilangi 

peinyeilu induipan barang impor. 

2. Manfaat Penelitian 

 

Beirdasarkan tuijuian peineilitian di atas, maka manfaat peineilitian yang akan 

dilakuikan adalah seibagai beirikuit: 

a. Seicara Teioritis 

 

Uintu ik meimbeirikan kontribuisi keipada masyarakat teiruitama keipada 

masyarakat Kota Peikanbarui teintang Peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui dalam meinangguilangi tindak pidana 

peinyeiluindu ipan barang impor di Kota Peikanbarui. Seilain itui dapat dimanfaatkan 
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seibagai masuikan-masuikan dan meinambah peingeitahuian para peimbaca yang 

meimbaca hasil peineilitian ini. 

b. Seicara Praktis 

 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meinambah wawasan dan 

peingeitahu ian peimbaca meingeinai peineilitian yang dilakuikan peineiliti teintang 

Peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai Riaui 

dalam meinangguilangi tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor di Kota 

Peikanbaru i dan beintu ik meingimpleimeintasikan peingeitahu ian Ilmui Huikuim yang 

dipeiroleih dari bangkui peirkuiliahan deingan peineirapan di lapangan. 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Teori Penanggulangan Kejahatan 

 

Keibijakan ataui uipaya peinangguilangan keijahatan pada hakikatnya 

 

meiruipakan bagian inteigral dari uipaya peirlinduingan masyarakat (socialdefi e ince)i  dan 

 

uipaya meincapai keiseijahteiraan (social weilfarei). Keibijakan peinangguilangan 

keijahatan ataui bisa diseibuit juiga politik kriminal meimiliki tuijuian akhir ataui tuijuian 

uitama yaitui ―peirlinduingan masyarakat uintu ik meincapai keiseijahteiraan masyarakat‖. 

Keibijakan peinangguilangan keijahatan (criminal policy) itui seindiri meiruipakan 

bagian dari keibijakan peineigakan huikuim (law einforceimeint policy). Keibijakan 

peineigakan hu ikuim meiruipakan bagian dari keibijakan social (social policy) dan 

teirmasuik juiga dalam keibijakan leigislatif (leigislativei policy). 

Politik kriminal pada hakikatnya juiga meiruipakan bagian inteigral dari 

keibijakan sosial yaitui keibijakan ataui uipaya uintu ik meincapai keiseijahteiraan sosial. 

Seilain itui Uipaya peinangguilangan Huikuim Pidana, meiruipakan seibagai salah satui 

uipaya meingatasi masalah sosial, teirmasuik dalam bidang keibijakan huikuim, dimana 

uintuik meincapai keiseijahteiraan masyarakat, maka keibijakan itui teirmasuik dalam 

keibijakan sosial. 
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 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 2. 
16
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 Usman. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 

Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. Dalam Journal Of Criminal. Vol. 2 No. 3 (2021), h. 
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Meinu iruit Muiladi keibijakan kriminal ataui keibijakan peinangguilangan 

keijahatan bila dilihat lingkuipnya, sangat luias dan tinggi kompleiksitasnya. Hal ini 

wajar kareina pada hakikatnya keijahatan meiruipakan masalah keimanuisiaan dan 

seikaligu is masalah sosial yang meimeirluikan peimahaman teirseindiri. Keijahatan 

seibagai masalah sosial ialah meiruipakan geijala yang dinamis seilalu i tuimbuih dan 

teirkait deingan geijala dan stru iktuir keimasyarakatan lainnya yang sangat kompleiks, 

ia meiruipakan socio-political probleims. 

Salah satui beintuik dari peireincanaan peirlinduingan sosial adalah uisaha-uisaha 

yang rasional dari masyarakat uintu ik meinangguilangi keijahatan yang biasa diseibuit 

deingan politik kriminal (criminal politic). Tuijuian akhir dari politik kriminal adalah 

suiatui peirlindu ingan masyarakat. Deingan deimikian politik kriminal adalah 

meiruipakan bagian dari peireincanaan peirlinduingan masyarakat, yang meiruipakan 

bagian dari keiseiluiruihan keibijakan sosial. Uipaya peinangguilangan keijahatan yang 

dilakuikan teirhadap anak seibeinarnya tidaklah jauih beirbeida deingan keibijakan yang 

diteirapkan teirhadap orang deiwasa, Di dalam uipaya peinangguilangan keijahatan 

peirlui diteimpu ih deingan peindeikatan keibijakan, dalam arti: a) ada keiteirpaduian antara 

politik kriminil dan politik social: b) ada keiteirpadu ian antara uipaya peingguilangan 

keijahatan deingan peinal mau ipuin non peinal. 

Uipaya peinangguilangan keijahatan leiwat jaluir ―peinal‖ leibih meinitikbeiratkan 

pada sifat ―reipreissivei‖ (peinindasan /peimbeirantasan /peinuimpasan ) seisuidah 

keijahatan teirjadi, seidangkan jaluir ―non-peinal‖ leibih meinitikbeiratkan pada sifat 
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―preiveintivei‖ (peinceigahan/peinangkalan) seibeiluim keijahatan teirjadi. Dikatakan 

seibagai peirbeidaan seicara kasar, kareina tindakan reifreisif pada hakikatnya dapat 

dilihat seibagai tindakan preiveintif dalam arti luias. 

Meinu iruit G.P. Hoeifnageils yang dikuitip oleih Barda Nawawi Arieif, bahwa 

uipaya peinanguilangan keijahatan dapat diteimpuih deingan: peineirapan huikuim pidana 

(criminal law application), peinceigahan tanpa pidana (preiveintion withouti  

puinishmeint), meimpeingaruihi pandangan masyarakat meingeinai keijahatan dan 

peimidanaan leiwat meidia massa (influieincing vieiws of socieity on crimei and 

puinishmeint/mass meidia). 

2. Tinjauan Umum Mengenai Peran 

Seicara sosiologis peiranan adalah aspeik dinamis yang beiruipa tindakan ataui 

peirilakui yang dilaksanakan oleih seiseiorang yang meineipati ataui meimangkui suiatui 

posisi dan meilaksanakan hak-hak dan keiwajiban seisuiai deingan keiduiduikannya. Jika 

seiseiorang meinjalankan peiranan teirseibuit deingan baik, deingan seindirinya akan 

beirharap bahwa apa yang dijalankan seisuiai deingan keiinginan dari lingkuingannya. 

Peiranan seicara uimuim adalah keihadiran di dalam meineintu ikan suiatui proseis 

keibeirlangsuingan. 

Meinu irt Soeirjono Soeikanto peiran meiruipakan dinamisasi dari statis atauipuin 

peingguinaan dari pihak dan keiwajiban ataui diseibuit suibyeiktif. Dalam hal 

peineigakan  huikuim  tindak  pidana  eikeinomi  khuisuis  seipeirti  tindak  pidana 
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peinyeiluinduipan dibuituihkan peiranan Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil seibagai peineigak 

huikuim peirtama teiruitama dalam meilakuikan peinyidikan deingan deingan tuigas dan 

keiweinangan yang seiimbang antara hak dan keiwajiban. 

Seilanjuitnya meinuiruit Soeirjono Soeikanto, Suiatui peiran teirteintu i, dapat 

dijabarkan keidalam uinsu ir-uinsu ir seibagai beirikuit: 

a. Peiranan yang seiharuisnya (eixpeicteid rolei) Peiran yang seiharuisnya adalah peiran 

yang dilakuikan seiseiorang ataui leimbaga yang didasarkan pada seipeirangkat 

norma yang beirlakui pada keihidu ipan masyarakat. 

b. Peiranan ideial (ideial role)i  Peiranan ideial adalah peiranan yang dilakuikan 

seiseiorang ataui leimbaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideial yangseiharuisnya 

dilakuikan seisuiai deingan keiduiduikannya dalam suiatui sisteim. 

c. Peiranan yang seibeinarnya dilakuikan (actuial rolei) Peiranan yang dilakuikan 

seiseiorang ataui leimbaga yang didasarkan pada keinyataan seicara kongkrit di 

lapangan ataui di masyarakat sosial yang teirjadi seicara nyata. 

Peiranan dimaknai seibagai tuigas ataui peimbeirian tuigas keipada seiseiorang 

ataui seikuimpu ilan orang. Peiranan meimiliki aspeik-aspeik seibagai beiriku it: 

a. Peiranan meilipu iti norma-norma yang dihuibuingkan deingan posisi ataui teimpat 

seiseiorang dalam masyarakat. Peiranan dalam arti ini meiruipakan rangkaian 

peiratuiran yang meimbimbing seiseiorang dalam keihidu ipan masyarakat. 

b. Peiranan adalah suiatui konseip peirihal apa yang dapat dilakuikan oleih individui 

dalam masyarakat seibagai organisasi. 
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c. Peiranan juiga dapat diartikan seibagai peirilakui individui yang peinting bagi 

stru iktuir sosial masyarakat. 

3. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

 

Seilain Polri yang dimaksuid peinyidik adalah peijabat peigawai neigeiri sipil 

teirteintu i yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang uintuik meilakuikan 

peinyidikan. Peinyidik peijabat peigawai neigeiri sipil itui pada uimuimnya disingkat 

PPNS. Seihingga tidak seimuia peigawai neigeiri sipil dapat meinjadi peinyidik dan tidak 

seimuia uindang-uindang ada klauisal beirkaitan deingan peinyidikan. Kareina tidak 

seimuia Peigawai Neigeiri Sipil dapat meinjadi peinyidik seihingga dibuithkan syarat 

mauipuin keiteintuian uintuik dapat meinjadi peinyidik peigawai neigeiri sipil, adapuin 

syarat-syarat Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil seibagai beirikuit: 

a. Masa keirja seibagai Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil paling seidikit 2 (duia) tahuin; 

b. Pangkat paling reindah Peingatuir Muida Tingkat I (golongan II/b); 

c. Beirijazah paling reindah seikolah lanjuitan tingkat atas; 

d. Beirtuigas di bidang teiknis opeirasional peineigakan huikuim; 

e. Teilah meingikuiti peindidikan dan peilatihan di bidang peinyidikan; 

f. Seitiap uinsuir peinilaian peilaksanaan peikeirjaan dalam daftar peinilaian 

peilaksanaan peikeirjaan (DP3) Peigawai Neigeiri Sipil paling seidikit beirnilai baik 

dalam 2 (duia) tahuin teirakhir beirtuiruit-tuiruit; 

g. Seihat jasmani dan jiwa yang dibuiktikan deingan suirat keiteirangan dokteir dari 

ruimah sakit peimeirintah ataui ruimah sakit swasta; dan 

h. Meindapat peirtimbangan dari Jaksa Aguing dan Keipala Keipolisian Neigara 

Reipuiblik Indoneisia. 

 

Meinuinjuik PPNS yang teirbatas seipanjang meinyangkuit deingan tindak pidana 

eikonomi dalam hal ini tindak pidana peinyeiluinduipan smuiggling, peilimpahannya 

dibeirikan keiapada PPNS hanya teirbatas seipanjang yang meinyangkuit tindak pidana 

yang diatuir dalam Uindang-uindang pidana khuisuis teirseibuit. Hal ini seisuiai deingan 
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peimbatasan weiweinang seisuiai deingan uindang-uindang yang meinjadi landasan 

huikuimnya masing-masing dan peilaksanaan tuigasnya beirada dibawah koordinasi 

dan peingawasan peinyidik Polri. 

Beirdasarkan beibeirapa peiratuiran peiruindang-uindangan yang meinyeibuit 

teintang PPNS seipeirti KUiHAP, Peidoman Peilaksanaan KUiHAP, Uindang-Uindang 

Peimeirintahan Daeirah, Uindang-Uindang Keipolisian pada dasarnya meiruimuiskan 

peingeirtian PPNS deingan uinsu ir-uinsu ir seibagai beirikuit: 

a. PPNS adalah Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil teirteintu i yang dibeiri weiweinang 

khuisuis oleih uindang-uindang 

b. Weiweinang khuisuis teirseibuit adalah weiweinang uintuik meilaksanakan peinyidikan 

tindak pidana 

c. Tindak pidana yang dimaksuidkan adalah tindak pidana teirteintui yang meinjadi 

lingkuip bidang tuigas suiatui deiparteimein ataui instansi. 

d. PPNS haruis meimeinuihi peirsyaratan teirteintu i, antara lain seireindah reindahnya 

pangkat Peingatuir Muida Tingkat I Gol. II/b dan Beirijazah SLTA. 

e. PPNS di angkat oleih meinteiri Keihakiman seiteilah meinjabat peirtimbangan dari 

Kapolri dan Jaksa Aguing. 

f. Dalam peilaksanaan tuigasnya (peinyidikan) PPNS dibeirikan keiweinangan 

meilakuikan peinyidikan tanpa haruis beirkoordinasi dan peinyidikan deingan 

peinyidik Polri. 

 

Seilanjuitnya meingeinai tuigas dan weiweinang PPNS meilipu iti seibagai beirikuit: 

 

a. Meilaksanakan peinyidikan teirhadap peilanggaran uindang-uindang ataui tindak 

pidana di bidang masing-masing. 

b. PPNS meimpuinyai weiweinang peinyidikan seisuiai deingan uindang-uindang yang 

meinjadi dasar huikuimnya.Dalam meilaksankan tuigas seibagaimana teirseibuit 

diatas, PPNS tidak beirweinang meilaksanakan peinangkapan ataui peinahanan. 

 

Peinyidik Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil beirweinang: 

 

a. Meilakuikan peimeiriksaaan atas keibeinaran laporan ataui keiteirangan beirkeinaan 

deingan tindak pidana. 

b. Meilakuikan peimeiriksaan teirhadap seitiap orang yang diduiga meilakuikan tindak 

pidana. 
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c. Meiminta keiteirangan dan bahan buikti dari orang seitiap orang beirkeinaan deingan 

peiristiwa tindak pidana. 

d. Meilakuikan peimeiriksaan atas peimbu ikuian, catatan, dan dokuimeintasi, lain 

beirkeinaan deingan tindak pidana. 

e. Meilakuikan peimeiriksaan di teimpat teirteintu i yang diduiga teirdapat bahan buikti, 

peimbu ikuian, catatan, dan dokuimeintasi lain. 

f. Meilakuikan peinyitaan teirhadap bahan dan barang hasil peilanggaran yang dapat 

dijadikan buikti dalam peirkara tindak pidana. 

g. Meiminta bantuian ahli dalam rangka peilaksanaan tuigas peinyidikan tindak 

lanjuit pidana. 

h. Meingheintikan peinyidikan. 

i. Meimasu iki teimpat teirteintui, meimotreit, dan/ataui meimbu iat reikaman auidio visuil. 
j. Meilakuikan peinggeileidahan teirhadap bahan, pakaian, ruiangan, dan/ataui teimpat 

lain yang diduiga meiruipakan teimpat dilakuikannya tindak pidana. Dan/ataui 

k. Meinangkap dan meinahan peilakui tindak pidana. 

 

Adapuin meingeinai keiwajiban PPNS adalah seibagai beirikuit: 

a. Seijak awal wajib meimbeiritahuikan teintang peinyidikan yang dilakuikan keipada 

peinyidikan Polri. 

b. Wajib meimbeiritahuikan peirkeimbangan peinyidikan yang dilakuikan 

c. Meiminta peituinjuik dan bantu ian peinyidikan keipada Peinyidik Polri. 

d. Meinyeirahkan beirkas hasil peinyidikan peinuintu it Uimuim meilaluii peinyidik Polri. 

e. Wajib meimbeiritahuikan teintang peinyidikan yang dilakuikan keipada Peinyidik 

Polri dan Peinuintuit Uimuim. 

 

Walauipu in suidah diatuir seicara uimuim tuigas dari PPNS seicara khuisuis dalam 

Uindang-uindang nomor 10 Tahuin 1995 teintang keipabeian, dalam meinguimpuilkan 

buikti meingeinai tindak pidana peinyeiluinduipan PPNS beia dan cuikai seisuiai deingan 

amanat Pasal 112 ayat 2 teintang keipabeian meimiliki keiweinangan seibagai beirikuit: 

a. Meineirima laporan ataui keiteirangan dari seiseiorang teintang adanya tindak pidana 

di bidang Keipabeianan; 

b. Meimanggil orang uintu ik dideingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi; 

c. Meineiliti, meincari, dan meinguimpu ilkan keiteirangan deingan tindak pidana di 

bidang Keipabeianan; 

d. Meilakuikan peinangkapan dan peinahanan teirhadap orang yang disangka 

meilakuikan tindak pidana di bidang Keipabeianan; 

e. Meiminta keiteirangan dan buikti dari orang yang meilakuikan tindak pidana di 

bidang Keipabeianan; 

f. Meimotreit dan/ataui meireikam meilalu ii meidia auidiovisuial teirhadap orang, 

barang, sarana peingangkuit, ataui apa saja yang dapat dijadikan buikti adanya 

tindak pidana di bidang Keipabeianan; 
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g. Meimeiriksa catatan dan peimbu ikuian yang diwajibkan meinu iruit Uindang-uindang 

ini dan peimbu ikuian lainnya yang teirkait; 

h. Meingambil sidik jari orang; 

i. Meinggeileidah ruimah tinggal, pakaian, ataui badan; 

j. Meinggeileidah teimpat ataui sarana peingangkuit dan meimeiriksa barang yang 

teirdapat di dalamnya apabila dicuirigai adanya tindak pidana di bidang 

Keipabeianan; 

k. Meinyita beinda-beinda yang diduiga keiras meiruipakan barang yang dapat 

dijadikan seibagai buikti seihuibuingan deingan tindak pidana di bidang 

Keipabeianan; 

l. Meimbeirikan tanda peingaman dan meingamankan apa saja yang dapat dijadikan 

seibagai buikti seihuibuingan deingan tindak pidana di bidang Keipabeianan; 

m. Meindatangkan teinaga ahli yang dipeirluikan dalam huibuingannya deingan 

peimeiriksaan peirkara tindak pidana di bidang Keipabeianan; 

n. Meinyuiru ih beirheinti orang yang disangka meilakuikan tindak pidana di bidang 

Keipabeianan seirta meimeiriksa tanda peingeinal diri teirsangka; 

o. Meingheintikan peinyidikan; 

p. Meilakuikan tindakan lain yang peirlui uintuik keilancaran peinyidikan tindak 

pidana di bidang Keipabeianan meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab. 

Secara operasional, pelaksanaan kewenangan tersebut di atas diatur secara 

lebih rinci dan bersifat mandiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 

tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan 

Pemerintah ini menjadi hukum acara pidana khusus (lex specialis) yang 

memberikan kerangka prosedural yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan 

fiskal dibandingkan KUHAP. Status dan pengangkatan PPNS saat ini juga telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2025 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

4. Tinjauan Umum Mengenai Bea dan Cukai 

 

Beia dan cuikai meiruipakan pajak yang dipuinguit oleih neigara pada saat 

barangbarang meileiwati batas neigara uintuik dimasuikkan kei atauipuin dikeiluiarkan dari 
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neigara, yang dilakuikan oleih Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai beirdasarkan 

Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 Teintang Keipabeian. 

a. Pengertian Bea 

Beia adalah pajak tidak langsuing yang dipu inguit dari meireika yang meilakuikan 

peingimporan dan peingeiksporan barang. Beia ini dalam keiteintu ian Uindang-Uindang 

Nomor 17 Tahuin 2006 Teintang Keipabeian teirbagi meinjadi 2 yaitui: 

1) Beia Masuik puinguitan neigara beirdasarkan Uindang-Uindang ini yang 

dikeinakan teirhadap barang yang diimpor. 

2) Beia keiluiar adalah puinguitan neigara beirdasarkan Uindang-Uindang ini yang 

dikeinakan teirhadap barang eikspor. 

b. Pengertian Cukai 

Cuikai adalah puinguitan neigara yang dikeinakan teirhadap barang-barang 

teirteintu i yang meimpu inyai sifat dan karakteiristik teirteintu i, yaitui: konsuimsinya peirlui 

dikeindalikan, peireidarannya peirlui diawasi, peimakaiannya dapat meinimbuilkan 

dampak neigatif bagi masyarakat ataui lingkuingan hidu ip, ataui peimakaiannya peirlui 

peimbeibanan puinguitan neigara deimi keiadilan dan keiseiimbangan. 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 39 Tahuin 2007 Teintang Peiruibahan 

Atas Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 1995 Teintang Cuikai meingatakan bahwa 

―cuikai adalah puinguitan neigara yang dikeinakan teirhadap barang-barang teirteintui 

 
 
 
 
 

27
 Mochammad Anwar. Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan. (Bandung: Penerbit 

Alumni, 1982), h. 15. 
28

 Ibid., h. 15 
29

 Fachrudin. Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan 

Penerapan Pemungutannya Di Indonesia. Dalam Jurnal In Proseding Akuntansi. Vol. 1, No. 1 

(2018). 

28 

29 



25 
 

 

 

 

 

yang meimpu inyai sifat ataui karakteiristik yang diteitapkan dalam uindang-uindang.‖ 

Cuikai yang dikeinakan teirhadap Barang Keina Cuikai yang teirdiri dari: 

1) Eitil alkohol ataui eitanol, deingan tidak meingindahkan bahan yang diguinakan 

dan proseis peimbuiatannya; 

2) Minuiman yang meinganduing eitil alkohol dalam kadar beirapa puin, deingan 

tidak meingindahkan bahan yang diguinakan dan proseis peimbuiatannya, 

teirmasu ik konseintrat yang meinganduing eitil alkohol; 

3) Hasil teimbakaui, yang meilipuiti sigareit, ceiruitui, rokok dauin, teimbakaui iris, dan 

hasil peingolahan teimbakaui lainnya, deingan tidak meingindahkan diguinakan 

ataui tidak bahan peingganti ataui bahan peimbantui dalam peimbuiatannya. 

Seidangkan barang keina cuikai adalah barang-barang teirteintu i yang 

meimpu inyai sifat ataui karakteiristik, seibagai beirikuit: 

1) Konsuimsinya peirlui dikeindalikan, 

 

2) Peireidarannya peirlui diawasi, 

 
3) Peimakaiannya dapat meinimbuilkan eifeik neigatif bagi masyarakat ataui 

lingkuingan hiduip,ataui 

4) Peimakaiannya peirlui  peimbeibanan puinguitan neigara deimi keiadilan dan 

keiseiimbangan. 

5. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyelundupan 

 

Tindak pidana peinyeiluinduipan adalah suiatui tindak pidana yang dilakuikan 

oleih seiseiorang ataui  seikeilompok orang deingan cara meimasuikkan (impor) ataui 
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meingeiluiarkan (eikspor) barang deingan tidak meimeinuihi keiteintuian peiratuiran 

peiruindang-uindangan yang beirlakui, meilanggar huikuim dan meiruigikan neigara. 

Uindang-uindang yang meingatuir peinyeiluinduipan teirkait masuiknya barang 

impor seicara ileigal ini adalah Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang 

Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan. 

Yang teirtuiang dalam Pasal 102, yaitui seitiap orang yang: 

1) Meingangkuit barang impor yang tidak teircantuim dalam manifeis seibagaimana 

dimaksu id dalam Pasal 7A Ayat (2); 

2) Meimbongkar barang impor di luiar kawasan pabeian ataui teimpat lain tanpa 

izin keipala kantor pabeian; 

3) Meimbongkar barang impor yang tidak teircantuim dalam peimbeiritahuian 

pabeian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 7A Ayat (3); 

4) Meimbongkar ataui meinimbuin barang impor yang masih dalam peingawasan 

pabeian di teimpat seilain teimpat tuijuian yang diteintuikan dan/ataui diizinkan; 

5) Meinyeimbuinyikan barang impor seicara meilawan huikuim; 

6) Meingeiluiarkan barang impor yang beiluim diseileisaikan keiwajiban pabeiannya 

dari kawasan pabeian ataui dari teimpat peinimbuinan beirikat ataui dari teimpat 

lain di bawah peingawasan pabeian tanpa peirseituijuian peijabat beia dan cuikai 

yang meingakibatkan tidak teirpeinuihinya puinguitan neigara beirdasarkan 

Uindang-Uindang ini; 
7) Meingangkuit barang impor dari teimpat peinimbuinan seimeintara ataui teimpat 

peinimbuinan beirikat yang tidak sampai kei kantor pabeian tuijuian dan tidak 

dapat meimbuiktikan bahwa hal teirseibuit di luiar keimampuiannya; ataui 

8) Deingan seingaja meimbeiritahuikan jeinis dan/ataui juimlah barang impor dalam 

peimbeiritahuian pabeian seicara salah. 

 

Meinuiruit peingeirtian Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang 

Keipabeianan, peirbuiatan peilakui barui dapat dikateigorikan peinyeiluinduipan hanya 

apabila dalam hal tanpa meingindahkan keiteintu ian uindang-uindang teirseibuit, dalam 

arti kata, apabila seiseiorang meingimpor ataui meingeikspor barang yang teilah 

meingindahkan keiteintu ian uindang-uindang ini, walau ipuin tidak seipeinuihnya, tidak 

teirmasuik peirbuiatan tindak peinyeiluinduipan. 
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Seiringkali apabila ada uipaya peinyeiluinduipan ataui beireidarnya barang-barang 

impor ileigal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong uintu ik 

meimojokkan bahkan meimvonis aparat Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai (DJBC) 

seibagai salah satui peinyeibab timbuilnya hal teirseibuit. Kalangan masyarakat 

uimuimnya meinuiding DJBC seibagai part of thei probleim buikan seibagai solvei thei 

probleim. Tuidingan teirseibuit walauipuin sangat naif, tapi teintui dapat kita makluimi 

kareina DJBC adalah satui-satuinya aparat yang beirweinang dalam peingawasan keiluiar 

masuiknya barang. Peinyeiluinduipan adalah masalah yang sangat complicateid deingan 

meilibatkan banyak keipeintingan ataui peirorangan yang meimpuinyai keipeintingan- 

keipeintingan teirteintu i (veisteid inteireist) yang beirmain di sana. Meireika ituilah yang 

beiruisaha meingeiruik keiuintuingan deingan adanya peinyeiluinduipan. 

Peingamat Eikonomi, Chatib Basri, beirsama Leimbaga Peinyeilidikan Eikonomi 

Masyarakat Uiniveirsitas Indoneisia (LPEiMUiI) teilah meilakuikan peineilitian awal 

peinyeiluinduipan yang teirjadi di Indoneisia, muilai dari dampak, akibat, peinyeibab, 

hingga soluisinya. Dari peineilitian teirseibuit, Chatib meinyimpuilkan bahwa 

peinyeiluinduipan bisa teirjadi akibat tiga hal yang saling beirkaitan, yaitui keigagalan 

sisteim beia dan cuikai, aparat yang koruip, seirta keibijakan peimeirintah yang meinuintuin 

pada teirciptanya peirbeidaan harga barang domeistik deingan harga di luiar neigeiri. 

Kalaui acuiannya dari Pasal 102 Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang 

Keipabeianan muingkin bisa dimakluimi kareina pasal teirseibuit meimbu iat suiatui ceilah 

bagi peingawasan tindak peinyeiluinduipan deingan minimnya kriteiria suiatui tindak 
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peinyeiluinduipan seihingga meimbeirikan toleiransi sangat beisar bagi peinyeiluinduip ataui 

pihak-pihak yang beirkeipeintingan. 

Sisteim seli  f asseissmeint yang dianuit Beia dan Cuikai seilama ini meinguindang 

suiatui dileima di mana di satui sisi leibih meinguitamakan peilayanan deingan keilancaran 

aruis barang dan dokuimein, teitapi di sisi lain dituintuit uintu ik meilakuikan peingawasan 

leibih meindalam. Salah satui beintu ik peingawasan teirhadap sisteim seli  f asseissmeint ini 

adalah post cleiareincei auidit. Seicara teiknis, proseis importasi reilatif kompleiks dan 

ruiweit deingan meilibatkan banyak keipeintingan ataui pihak, baik itui keigiatan- 

keigiatan seibeiluim barang tiba, proseis pada saat barang tiba, proseis cuistoms 

cleiareincei, hingga pada proseis peingeiluiaran barang tiba. Seibaguis apa puin sisteim 

yang diguinakan apabila tidak diduikuing oleih aparat yang beirsih ataui profeisional 

ditambah oleih pihak-pihak yang beiruisaha meimanfaatkan keileimahan peiratuiran 

yang ada uintu ik keipeintingan pribadi, teintuinya sisteim teirseibuit tidak akan bisa 

beirjalan deingan baik ataui juistrui sia-sia. 

Aspeik formal dan keigiatan-keigiatan proseiduiral, uitamanya yang beirkaitan 

deingan peinceigahan dan peinindakan peinyeiluinduipan reilatif tidak suilit. 

Peirmasalahan seilalui timbuil beigitui kita muilai meinyimpang dari proseis standar. 

Peinyeibab peinyimpangan bisa banyak, beirvariasi, dan puinya tingkat keidalaman 

beida-beida yang satui sama lain teirgantuing pada moduis inteirveinsi yang ada. Seimuia 

keiruiweitan peiratuiran, sisteim, proseiduir, beirtuimpu ik dan tuimpang tindihnya instituisi, 

hanyalah meiruipakan aspeik-aspeik yang dapat meinjadi "kambing hitam" dari 
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peirseipsi yang tidak sama dari pimpinan, peijabat, ataui  peigawai yang puinya 

"reileivansi" deingan uipaya meinceigah dan meimbeirantas peinyeiluinduipan. 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Keipabeianan, maka yang meimpuinyai 

weiweinang peinuih dalam meinangani peimbeirantasan peinyeilu induipan adalah teitap 

pada "puindak" Beia Cuikai. Seidangkan instansi lainnya hanya beirsifat meimbantui 

saja, itui puin apabila diminta oleih Peijabat Beia dan Cuikai seihu ibuingan deingan seigala 

keigiatan yang dilakuikan oleih Peijabat Beia dan Cuikai beirdasarkan peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Keibijakan peimeirintah yang meinuintu in pada teirciptanya 

peirbeidaan harga barang domeistik deingan harga di luiar neigeiri tuiruit meinyuimbang 

timbuilnya peinyeiluinduipan. 

Berkaitan dengan larangan impor barang tertentu seperti pakaian bekas, dasar 

hukum yang berlaku saat ini bukan lagi Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan 

Koperasi Nomor 28/Kp/1/82 tahun 1982, melainkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor 

Barang Bekas, yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 24 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat 

dan aktual bagi PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan terhadap 

penyelundupan pakaian bekas. 

B. Penelitian Terdahulu 

 

1. Abduil Rifqi (2020) dalam skripsinya yang beirjuiduil ―Peineirapan Sanksi 

Teirhadap Peinyeiluiduipan Barang Eileiktronik Beirdasarkan Uiui Nomor 17 Tahuin 

2006 Teintang Peiruibahan Atas Uiui  Nomor 10 Tahuin 1995 Teintang 
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Keipabeianan Di Kota Peikanbarui.‖ Dalam peineilitian ini, peineiliti teirdahuilui 

beirfoku is meimbahas meingeinai peineirapan sanksi teirhadap oknuim peilakui 

peinyeileinduipan barang eileiktronik ileigal. 

Peineilitian ini meimiliki keisamaan deingan peineilitian yang ingin saya 

lakuikan, yaitui meingkaji keijahatan peinyeiluinduipan barang beirdasarkan 

Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 Teintang Peiru ibahan Atas Uindang- 

Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 Teintang Keipabeianan. Namuin, beirbeida 

kareina peineilitian ini hanya beirfokuis pada peineirapan sanksinya dan hanya 

meingkaji teirhadap kasuis peinyeiluinduipan barang eileiktronik saja. Seimeintara 

peineilitian yang ingin saya lakuikan yakni beirfokuis teirhadap bagaimana peiran 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Beia dan Cuikai dalam meinangguilangi 

tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor di Kota Peikanbarui, dan kasuis 

peinyeilu induipan barang impor yang akan saya bahas yaitui seipeirti 

peinyeilu induipan barang eileiktronik, pakaian beikas, seipatui beikas, handphonei 

beikas, dan lainnya. 

2. Havis (2025) dalam skripsinya yang beirjuiduil ―Eifeiktivitas Peineigakan Huikuim 

Teirhadap Peinyeiluinduipan Barang Impor Oleih Direiktorat Jeindeiral Beia Dan 

Cuikai Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 Teintang 

Keipabeianan.‖ Dalam peineilitian ini, peineiliti teirdahuilui beirfoku is meimbahas 

meingeinai keieifeiktifan peineigakan huikuim teirhadap peilakui peinyeiluinduipan 

barang impor. 

Peineilitian ini meimiliki keisamaan deingan peineilitian yang ingin saya 

lakuikan, yaitui meingkaji meingeinai keijahatan peinyeiluindu ipan barang impor 
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beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 Teintang Peiruibahan 

Atas Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 Teintang Keipabeianan. Namuin, 

beirbeida kareina peineilitian ini hanya beirfokuis pada eifeiktif ataui beiluimnya 

peineigakan hokuim teirhadap peilakui peinyeiluinduipan barang impor. Seimeintara 

peineilitian yang ingin saya lakuikan beirfokuis teirhadap bagaimana peiran 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Beia dan Cuikai dalam meinangguilangi 

tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor di Kota Peikanbarui. 

3. Puitri Anggraini (2024) dalam skripsinya yang beirjuidu il ―Peiranan Peinyidik 

Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindral Beia dan Cuikai Dalam 

Meinangguilangi Tindak Pidana Peinyeiluinduipan Rokok Ileigal di Kota Duimai.‖ 

Dalam peineilitian ini, peineiliti teirdahuilui beirfokuis meimbahas meingeinai 

bagaimana peiranan Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia 

dan Cuikai dalam meinangguilangi tindak pidana peinyeilu induipan rokok ileigal 

di Kota Duimai. 

Peineilitian ini meimiliki keisamaan deingan peineilitian yang ingin saya 

lakuikan, yaitui meingkaji meingeinai peiranan Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

Direiktorat Jeindeiral Beia dan Cuikai dalam meinangguilangi tindak pidana 

peinyeilu induipan. Namuin, beirbeida kareina peineilitian ini hanya beirfokuis pada 

tindak pidana peinyeiluinduipan rokok illeigal dan peineilitian ini dilakuikan di 

Kota Duimai. Seimeintara peineilitian yang ingin saya lakuikan yakni beirfokuis 

teirhadap bagaimana peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Beia dan 

Cuikai dalam meinangguilangi tindak pidana peinye iluindu ipan barang impor di 

Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Jeinis peineilitian yang dilakuikan oleih peinuilis yaitui peineilitian huikuim 

eimpiris. Peineilitian huikuim eimpiris adalah peineilitian yang meimandang huikuim 

seibagai keinyataan, yaitui meincakuip keinyataan sosial, keinyataan kuiltuir, dan lain- 

lain. Peineilitian huikuim eimpiris, dalam bahasa Inggris diseibuit eimpirical leigal 

reiseiarch, dalam bahasa Beilanda diseibuit deingan istilah eimpirisch juiridisch 

ondeirzoeik. Peineilitian huikuim eimpiris meingkaji huikuim yang dikonseipkan seibagai 

peirilakui nyata (actuial beihavior), dan meiruipakan peineilitian huikuim yang 

meinganalisis dan meingkaji bagaimana beikeirjanya huikuim dalam masyarakat. 

Sifat peineilitian ini adalah deiskriptif kuialitatitf, yaitui peineilitan yang beirtuijuian 

meinggambarkan seicara teipat suiatui individui, keiadaan, geijala suiatui keilompok, 

teirteintu i, uintuik meineimuikan peinyeibaran suiatui geijala lain dalam masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis 

Sosiologis (Socio-Legal Research), yang dapat dimaknai sebagai pendekatan 

pelaksanaan hukum. Pendekatan pelaksanaan hukum adalah pendekatan yang 

mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan nyata oleh Aparatur 

Negara. Berbeda dengan penelitian normatif, fokus kajian dalam penelitian ini 

terletak pada bekerjanya hukum (Law in Action) di dalam masyarakat. 

 
 

 

 

h. 7. 
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Sosiologi hukum merupakan pendekatan yang berupaya menjelaskan 

hubungan antara aturan hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya 

menggambarkan, tetapi juga menguji dan mengkritisi operasionalisasi hukum 

formal di tengah masyarakat (law in action). Karena hukum lahir dan bekerja di 

dalam masyarakat, maka keberhasilannya tidak lepas dari kondisi sosial yang ada, 

dimana hukum hadir untuk merekayasa perilaku individu dan masyarakat agar 

sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri
35

. 

C. Lokasi Penelitian 

 

Peineilitian ini akan dilakuikan di Kantor Wilayah Direiktorat Jeindeiral Beia 

Dan Cuikai Riaui di Jl. Suidirman No.467, Simpang Eimpat, Keic. Peikanbarui Kota, 

Kota Peikanbarui, Riaui. Adapuin alasan peineiliti meimilih lokasi ini dikareinakan teipat 

sasaran dalam uipaya meincari data dan fakta yang seisuiai deingan peimbahasan yang 

akan peineiliti ajuikan dalam beintuik proposal dan keimuidian akan dikeimbangkan kei 

dalam beintu ik skripsi deimi meimeinuihi syarat dan meinyeileisaikan tuigas akhir uintuik 

meimpeiroleih geilar Sarjana Huikuim. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

 

Suibjeik peineilitian adalah suimbeir ataui teimpat uintuik meimpeiroleih keiteirangan 

informasi dalam meilaksanakan peineilitian, yang meinjadi su ibjeik dalam peineilitian 

ini adalah Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil Kantor Beia dan Cuikai Kota Peikanbarui. 

Keimuidian objeik dalam peineilitian ini adalah peiran Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil 

(PPNS) Beia dan Cuikai Kota Peikanbarui  dalam meinanggu ilangi tindak pidana 
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peinyeiluinduipan barang impor dan apa saja hambatan yang dihadapi Peinyidik 

Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Beia dan Cuikai dalam uipaya meinangguilangi 

peinyeiluinduipan barang impor. 

E. Informan Penelitian 

 

Guina meindapatkan data dan informasi, maka dipeirluikan informan 

peineilitian u intu ik meimbeirikan informasi teintang suiatui keijadian ataui suiatui hal 

keipada peineiliti. Dalam hal ini dapat disimpuilkan bahwa seiorang informan 

meiruipakan seiseiorang yang meimiliki informasi teintang data yang dibuituihkan. 

Berikut tabel informan penelitian ini : 

Tabel III.1 

Informan Penelitian 

No Keterangan Kunci Utama Pendukung 

 

1 

Bapak Waloyo seilakui Keipala Bidang 

Peinindakan dan Peinyidikan Direiktorat 

Jeindral Beia dan Cuikai Riaui 

 

1 Orang 

  

 

2 

Bapak Ahmad Muizakir Arfan seilakui 

Keipala Bidang Huimas Direiktorat Jeindral 

Beia dan Cuikai Riaui 

   

1 Orang 

 

3 

Ibui Amirah Adilah Nasuition seilakui 

Bidang Peilaksana Peimeiriksa di bidang 

Peinindakan dan Peinyidikan Direiktorat 

Jeindral Beia dan Cuikai Riaui 

 
 

1 Orang 

 

Jumlah 1 Orang 1 Orang 1 orang 

Suimbeir: Olahan Data Pe ineli  iti 2025 

 

F. Data dan Sumber Data 

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui 

teknik wawancara dengan responden di lapangan. Untuk melengkapi kedalaman 

analisis, juga menggunakan sumber literatur yang terdiri dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder sebagai berikut: 
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1. Data Primeir 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber 

aslinya di lapangan (field research) tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data 

primer didapatkan melalui serangkaian kegiatan wawancara mendalam dan 

observasi langsung di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. 

Data ini berupa keterangan lisan dan fakta-fakta empiris dari para informan 

yang memiliki kewenangan serta kompetensi terkait pelaksanaan penyidikan 

dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor, yang 

kemudian digunakan untuk melihat bekerjanya hukum secara nyata (law in 

action) di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi 

kepustakaan (library research) terhadap berbagai literatur yang dalam ilmu 

hukum diklasifikasikan sebagai bahan hukum
36

. Bahan hukum yang digunakan 

penulis terdiri dari tiga tingkatan yang saling melengkapi, dimulai dari bahan 

hukum primer yang bersifat mengikat dan menjadi landasan yuridis utama, 

meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di 

Bidang Kepabeanan dan Cukai, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Selanjutnya, turut digunakan bahan hukum sekunder yang 

berfungsi memberikan penjelasan teoritis mengenai bahan hukum primer, 
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seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu 

yang relevan, serta dilengkapi dengan bahan hukum tersier berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai petunjuk maupun 

penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini.³ 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teiknik peinguimpu ilan data yang diguinakan adalah deingan meilakuikan obseirvasi ataui 

peingamatan langsu ing kei lapangan. Maka teiknik peinguimpu ilan data dilakuikan 

deingan cara: 

1. Obseirvasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, di mana yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan
38

. 

Dalam konteks penelitian ini, teknik observasi diterapkan untuk mengamati 

secara langsung kondisi fisik dan lingkungan kerja di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Riau. Pengamatan difokuskan pada ketersediaan sarana 

dan prasarana operasional (seperti armada patroli dan alat deteksi) serta 

mekanisme kerja petugas P2 (Penindakan dan Penyidikan) dalam melaksanakan 
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pengawasan rutin, guna mencocokkan fakta lapangan dengan kendala 

operasional yang dikeluhkan. 

2. Wawancara 

 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu
39

. Teknik ini digunakan untuk menggali data yang tidak dapat diamati 

secara visual, seperti pemahaman, pendapat, dan pengalaman subjek penelitian. 

Terkait dengan penelitian ini, wawancara mendalam (in-depth interview) 

dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Bea dan Cukai Riau. Proses ini 

bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan 

wewenang penyidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

1996, serta hambatan-hambatan yuridis maupun non-yuridis yang dihadapi 

dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor. 

 

3. Dokuimeintasi 

 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif
40

. 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi kelembagaan yang 
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relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang ditelaah meliputi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) penindakan, laporan rekapitulasi penindakan 

barang impor ilegal, serta arsip data perkara yang sedang atau telah ditangani. 

Data dari dokumen ini digunakan untuk memvalidasi keterangan yang diperoleh 

dari hasil wawancara agar memiliki nilai pembuktian yang kuat.. 

4. Stuidi Puistaka 

 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- 

catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

dipecahkan
41

. 

Pada penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun data 

sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelaahan 

dilakukan secara intensif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan dan literatur hukum terkait, guna membangun kerangka 

teoritis yang kokoh sebagai landasan dalam menganalisis fakta-fakta empiris 

yang ditemukan di lapangan. 

H. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Pendekatan induktif bermakna 

bahwa proses penganalisisan data berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa 

konkret yang ditemukan di lapangan (Das Sein) melalui hasil wawancara dan 

observasi, untuk kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
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yang bersifat umum (Das Sollen) guna ditarik sebuah kesimpulan. Dalam 

pelaksanaannya, data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Riau tidak sekadar dideskripsikan, melainkan diolah secara interaktif dan 

berkelanjutan. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu memilah 

dan memusatkan perhatian pada informasi pokok yang relevan dengan pelaksanaan 

wewenang penyidikan, serta menyisihkan data yang tidak diperlukan. Data yang 

telah direduksi kemudian disusun dalam tahap penyajian data (data display) berupa 

uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami pola pelaksanaannya. Langkah 

terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penulis 

menyimpulkan efektivitas peran PPNS dengan cara membandingkan temuan fakta 

empiris di lapangan dengan indikator kewenangan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang 

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Beirdasarkan hasil peineilitian yang teilah dilakuikan peinu ilis meingeinai Peiran 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil Direiktorat Jeindeiral Beia Dan Cuikai Riaui Dalam 

Meinangguilangi Tindak Pidana Peinyeiluinduipan Barang Impor, maka dapat 

disimpuilkan beibeirapa hal seibagai beirikuit: 

1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Riau dalam menanggulangi penyelundupan barang impor telah 

dijalankan secara mandiri (lex specialis) melalui fungsi intelijen, patroli, dan 

penindakan fisik. Meskipun kewenangan upaya paksa dijalankan secara 

otonom, efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara belum optimal 

akibat masih tingginya intensitas penyelundupan yang terjadi di wilayah 

pengawasan. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam mengimplementasikan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 meliputi keterbatasan sarana prasarana 

operasional, kondisi geografis wilayah yang memiliki banyak jalur tikus, serta 

rendahnya kesadaran hukum masyarakat. 
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B. Saran 

 

Beirdasarkan keisimpuilan di atas, peinuilis meimbeirikan beibeirapa saran yang 

diharapkan dapat meinjadi masuikan bagi pihak-pihak teirkait dalam uipaya 

meiningkatkan eifeiktivitas peinangguilangan peinyeiluinduipan barang impor di Provinsi 

Riaui, yaitui seibagai beirikuit: 

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau disarankan perlu mengoptimalkan 

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 melalui 

peningkatan kapasitas sarana prasarana operasional dan penguatan kompetensi 

SDM PPNS. Modernisasi alat patroli dan sistem pemantauan berbasis 

teknologi, disertai pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada penerapan 

ketentuan PP 55 Tahun 1996, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

penyidikan di lapangan. 

2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau disarankan agar memprioritaskan 

modernisasi sarana prasarana operasional melalui penambahan armada patroli 

dan teknologi pengawasan, menyusun strategi patroli yang lebih adaptif 

terhadap kondisi geografis wilayah perairan yang rawan, serta menggencarkan 

sosialisasi hukum secara persuasif dan berkelanjutan kepada masyarakat guna 

meminimalisir dukungan terhadap praktik perdagangan barang ilegal. 
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DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

 Pertanyaan 

 

1. Peindapatan Neigara dan Dampak Peinyeiluinduipan 

 

 Bagaimana Kantor Wilayah Beia dan Cuikai Riaui meinguikuir peincapaian 

targeit peineirimaan beia masuik, beia keiluiar, dan cuikai? 

 Apa dampak peinyeiluinduipan barang impor teirhadap peindapatan neigara 

dan kineirja Beia dan Cuikai? 

 Strateigi apa yang diteirapkan uintu ik meimastikan targeit peineirimaan teitap 

teircapai meiskipu in ada peinyeiluinduipan? 

2. Moduis Opeirandi Peinyeiluinduipan Barang Impor 

 

 Moduis apa saja yang paling seiring diguinakan oleih peilakui 

peinyeiluinduipan barang impor? 

 Bagaimana sisteim peingawasan Beia dan Cuikai meinanggapi moduis- 

modu is barui yang diguinakan peilakui? 

 Apakah ada keindala dalam meindeiteiksi modu is-moduis teirseibuit di 

lapangan? 

3. Contoh Moduis Paling Seiring Diguinakan 

 

 Bisa dijeilaskan contoh nyata moduis peinyeiluinduipan yang paling seiring 

diteimuikan, misalnya dalam Peimbeiritahuian Impor Barang (PIB)? 

 Bagaimana proseiduir Beia dan Cuikai dalam meinangani kasuis 

misdeiclaration? 



 

 

 Seibeirapa eifeiktif tindakan peimeiriksaan dokuimein dan fisik barang dalam 

meinceigah modu is teirseibuit? 

4. Dasar Huikuim dan Sanksi Tindak Pidana Peinyeiluinduipan 

 

 Apa dasar huikuim yang diguinakan uintuik meinindak peilakui 

peinyeiluinduipan barang impor? 

 Bagaimana peineirapan sanksi pidana bagi masyarakat uimuim dan bagi 

aparat yang meinyalahguinakan weiweinang? 

 Meinuiruit Anda, seijauih mana keiteintu ian huikuim ini eifeiktif seibagai eifeik 

jeira bagi peilakui peinyeiluinduipan? 

 

 

 Hasil Wawancara 

 

1. Peindapatan Neigara dan Dampak Peinyeiluinduipan Barang Impor 

 

Beirdasarkan hasil wawancara deingan Bapak Waloyo, Keipala Bidang 

Peinindakan dan Peinyidikan (P2) Kantor Wilayah Direiktorat Jeindeiral Beia dan 

Cuikai Riaui, peindapatan neigara yang optimal dapat dilihat dari seijauih mana 

targeit peineirimaan beia masuik, beia keiluiar, dan cuikai teircapai seisuiai deingan 

APBN mauipuin APBN-P. Beiliaui meinjeilaskan: 

―Peindapatan neigara yang optimal itui seibeinarnya bisa dilihat dari seijauih 

mana targeit peineirimaan beia masuik, beia keiluiar, dan cuikai teircapai seisuiai 

deingan yang suidah diteitapkan dalam APBN mauipuin APBN-P. Ini meimang 

meinjadi salah satui fuingsi uitama Kantor Wilayah Direiktorat Jeindeiral Beia dan 

Cuikai Riaui seibagai reiveinuiei colleictor. Jadi, indikator kineirja yang bisa kita 

lihat itui adalah keimampuian Beia dan Cuikai dalam meincapai targeit peineirimaan 

neigara dari seiktor beia dan cuikai teirseibuit. Nah, kalaui praktik peinyeiluinduipan 

barang impor masih seiring teirjadi, teintui dampaknya beisar teirhadap peineirimaan 

neigara. Banyak barang yang masuik tanpa proseiduir keipabeianan yang sah, 

akibatnya beia masuik dan beia keiluiar yang seiharuisnya meinjadi peimasuikan 



 

 

neigara tidak teirtagih, dan ini jeilas meinguirangi peindapatan neigara seicara 

keiseiluiruihan.‖ 

 

2. Moduis Opeirandi Peinyeiluinduipan Barang Impor 

 

Ibui Amirah Adilah Nasuition, Bidang Peilaksana Peimeiriksa di 

Direiktorat Peinindakan dan Peinyidikan (P2), meinguingkapkan bahwa moduis 

opeirandi peinyeiluinduipan barang impor seimakin beiragam dan kompleiks. Beiliaui 

meinyampaikan: 

―Moduis opeirandi peinyeiluinduipan barang impor itui seikarang 

beirmacam-macam. Ada yang meingguinakan peimbeiritahuian pabeian deingan 

alasan barang pindahan, ada juiga yang meimalsuikan data impor, bahkan tak 

jarang meireika meimakai nama peiruisahaan lain uintuik meingeilabuii peituigas. 

Kareina itui, meimang dibuituihkan peirbaikan sisteim yang leibih kuiat agar praktik 

peinyeiluindu ipan ini bisa ditangguilangi. Para peilakui seikarang seimakin canggih 

dan teiru is meingeimbangkan beirbagai cara suipaya tidak teirtangkap oleih peituigas 

Peinyidik Peigawai Neigeiri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direiktorat Jeindeiral 

Beia dan Cuikai Riaui.‖ 

 

Bapak Waloyo meinambahkan, salah satui moduis yang paling seiring 

diteimuii adalah misdeiclaration pada Peimbeiritahuian Impor Barang (PIB): 

―Beiragam cara dilakuikan oleih para peilakui peinyeiluinduipan suipaya bisa 

meinghindari peimbayaran puingu itan beia masuik. Salah satui moduis yang paling 

seiring kami teimuikan adalah deingan meimbeirikan peimbeiritahuian pabeian yang 

tidak seisu iai ataui salah, meilalu ii Peimbeiritahuian Impor Barang (PIB). Jadi, data 

yang meireika laporkan tidak seisuiai deingan kondisi barang seibeinarnya. 

Contohnya, di dalam dokuimein PIB teirtuilis bahwa muiatan kapal beirisi 

minuiman ringan ataui buiah-buiahan, teitapi seiteilah kami lakuikan peimeiriksaan, 

teirnyata isinya adalah barang-barang ileigal. Moduis seipeirti ini meimang seiring 

diguinakan uintu ik meingeilabuii peituigas agar barang bisa masuik tanpa meimbayar 

beia yang seiharuisnya.‖ 

 

3. Contoh Moduis Paling Seiring Diguinakan 

 

Beirdasarkan wawancara deingan Bapak Waloyo (Keipala Bidang 

Peinindakan dan Peinyidikan, P2), salah satui moduis yang paling seiring diteimuii 

di lapangan adalah misdeiclaration ataui  keitidakseisuiaian antara dokuimein 



 

 

Peimbeiritahuian Impor Barang (PIB) deingan kondisi fisik barang. Meinuiruit 

beiliaui: 

―Seiring kali dalam dokuimein PIB teircantu im muiatan yang teirlihat leigal, 

misalnya minuiman ringan ataui buiah-buiahan— teitapi seiteilah peimeiriksaan 

fisik, isinya barang ileigal. Tuijuiannya jeilas: meingeilabuii peituigas dan 

meinghindari puinguitan beia masuik.‖ 

 

Wawancara deingan Ibui Amirah Adilah Nasuition (Bidang Peilaksana 

Peimeiriksa, P2) meimpeirkuiat teimuian teirseibuit. Ibui Amirah meinyeibuit beibeirapa 

modu is opeirandi yang seiring muincuil, antara lain: 

 Peimbeiritahuian Pabeian Palsui ataui Tidak Seisuiai 

Barang dilaporkan seibagai barang pindahan ataui komoditas 

lain uintuik meingeilabuii peimeiriksaan. 

 Peimalsuian Data Impor 

Nilai, kuiantitas, ataui klasifikasi barang diuibah uintu ik 

meinuiruinkan beisaran beia/cuikai. 

 Peingguinaan Nama Peiruisahaan Pihak Keitiga 

Meingguinakan ideintitas peiruisahaan lain ataui peiruisahaan 

―cangkang‖ uintu ik meinyamarkan pihak peimilik seibeinarnya. 

Ibui Amirah meinjeilaskan dampak praktis dari moduis-moduis ini: 

―Moduis-moduis teirseibuit meinyuilitkan proseis deiteiksi awal kareina 

dokuimein tampak leingkap dan sah. Tanpa peimeiriksaan fisik dan veirifikasi 

silang doku imein, misdeiclaration suilit teirbongkar.‖ 

 

Bapak Waloyo meinambahkan contoh konkreit kasuis uintuik 

meinggambarkan pola peilakui: 

―Dalam beibeirapa kasuis kapal datang deingan manifeist yang 

meinyatakan muiatan makanan, namuin seiteilah dibongkar diteimuikan barang 

eileiktronik ileigal dan barang-barang yang dikeinakan tarif leibih tinggi. Ini buikan 

keibeituilan—ada pola peilakui yang meimpeirdaya sisteim dokuimein.‖ 



 

 

Dalam meinanggapi moduis-moduis teirseibuit, narasuimbeir meinjeilaskan 

langkah opeirasional yang biasa diambil Beia dan Cuikai: 

 

 

 Veirifikasi dokuimein silang (cross-cheick antara PIB, manifeist, 

invoicei, dan dokuimein peileingkap lainnya). 

 Peimeiriksaan fisik teirhadap muiatan bila diteimuikan indikasi 

keitidakseisuiaian. 

 Koordinasi inteilijein antara Seiksi Inteilijein, Seiksi Peinceigahan, dan 

Seiksi Peinyidikan uintu ik meimeitakan pola peilakui dan ruitei 

peinyeiluinduipan. 

 Peinindakan huikuim dan peinyidikan bila diteimuikan buikti cuikuip 

uintuik meineitapkan peilakui dan barang buikti. 

 

4. Dasar Huikuim dan Sanksi Peinyeiluinduipan Barang Impor 

Dalam uipaya peinangguilangan peinyeiluinduipan, Bapak Waloyo 

meinjeilaskan bahwa peimeirintah teilah meineitapkan dasar huikuim yang jeilas 

meilalu ii Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 teintang Peiruibahan atas 

Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang Keipabeianan. Beiliaui 

meinyampaikan: 

―Beirbagai uipaya seibeinarnya suidah kami lakuikan uintuik meinangguilangi 

tindak pidana peinyeiluinduipan barang impor. Peimeirintah juiga teilah meineitapkan 

dasar hu ikuim yang jeilas meilalu ii Uindang-Uindang Nomor 17 Tahuin 2006 

teintang Peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 10 Tahuin 1995 teintang 

Keipabeianan. Dalam uindang-uindang teirseibuit, sanksi bagi peilakui 

peinyeiluindu ipan diatuir deingan teigas. Misalnya, dalam Pasal 102B diseibuitkan 

bahwa seitiap orang yang meilakuikan peilanggaran di bidang keipabeianan dapat 

dikeinakan pidana peinjara paling singkat 5 tahuin dan paling lama 20 tahuin, 

seirta pidana deinda paling seidikit 5 miliar ruipiah dan paling banyak 100 miliar 

ruipiah. Bahkan pada Pasal 102C dijeilaskan, apabila tindak pidana seibagaimana 

dimaksu id dalam Pasal 102A ataui Pasal 102B dilakuikan oleih peijabat ataui 

aparat peineigak huikuim, maka huikuiman yang dijatuihkan akan ditambah 

seipeirtiga dari ancaman pidana yang teilah diteitapkan. Artinya, uindang-uindang 

ini buikan hanya meingatuir sanksi bagi masyarakat uimuim, tapi juiga 

meimbeirikan eifeik jeira bagi aparat yang meinyalahguinakan keiweinangannya.‖ 
 


